BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : |54 /DPMPTSP/ 1| / 2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

Mengingat : 1.

2,

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko maka perlu dibuat Standar Pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Barru tentang Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan
Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimanan telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyeleriggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2011

11.

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor
37)Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 ((Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

KESATU

KEDUA

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BARRU.

. Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan

Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru sebagaimana
tercantum dalam Dokumen yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

. Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

Sebagaimana di maksud Pada Diktum KESATU bertujuan :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam
mendampingi Pelaku usaha dalam mengakses penerbitan
Perizinana melaluli OSS-RBA;






